SALINAN

BUPATI NGAWT
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR |74 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN NGAWI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan keschatan

melalui tindakan promotif dan preventif hidup sehat, guna
meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan
beban pembiayaan pelayanan keschatan akibat penyakdt,
maka diperlukan langkah strategis sesuai tugas, fungsi,
dan kewenangan demi mewujudkan Gerakan Masyarakat

Hidup Sehat di Kabupaten Ngawr;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten
Ngawi.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tiumr (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9];

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; [Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);




4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

anan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2012 tentang Sistem Keschatan Nasional
jLembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 193);

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan MNasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup
Schat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18
Tahun 2019 tentan Pengelolaan Air Limbah Domestik
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 263).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT
HIDUP SEHAT DI KABUPATEN NGAWI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

. Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Bupati adalah Bupati Ngawi.

. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

Kabupaten Ngawi.

Kepolisian Resort yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resort
Ngawi.

Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando
Distrik Militer 0805 Ngawi,

Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika yang selanjutnya disingkat Tim P4GN adalah Tim
Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika Kabupaten Ngawi.

Organisasi Kemasyarakatan yang sclanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi vang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.

Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya
disingkat BPJS adalah Badan Penyelengarsan Jaminan Sosial Kesehatan
Kabupaten Ngawi.

10. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan

11.

12.

13.

budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktil secara
sosial dan ekonomi.

Gerakan Masyarakat Hidup Schat yang selanjutnya disebut Germas adalah
suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara
bersama-sama olch seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan
dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah
sckumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran
sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau
kelompok masyvarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan
berperan aktif dalam mewgjudkan keschatan masyarakat berdasarkan
indikator tertentu,

Pusat Keschatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan
keschatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang
kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
menyelenggarakan  kegiatannya secara menyeluruh, terpadu  yang
berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam
suatu wilayah tertentu.



14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah kegiatan
kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat
yang dibantu cleh petugas kesehatan.

15. Institusi Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses
pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk
mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui
interaksi dengan lingkungan sekitar,

16. Usaha Keschatan Sekolah /Madrasah yang selanjutnya disingkat UK3/M
adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk
meningkatkan keschatan anak sekolah.

17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana terdapat tenaga kerja bekerja, atau senng
dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat
sumber bahaya terhadap pekerja.

18. Tempat Umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang
yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara
maupun terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.

19. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digl.makan
untuk menyelenggarakan upaya keschatan perorangan, baik promotif,
preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

20. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau
arca yang dinyvatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk
tembakau

21. Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai
usia 6 (enam) bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain.

22. 8ekolah /Madrasah Ramah Anak adalah sekolah/madrasah vang secara
sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek
kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.

23. Pangan adalah segala sesuatu yang barasal dari sumber hayati, produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan
air baik yang diolah maupun tidak diclah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

24. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang selanjutnya disinghkat
Gemarikan adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk
mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi
kesehatan agar terbentuk manusia yang schat, kuat dan cerdas.

25. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi
uhggaj lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

26. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang yang
didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam
bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.

27. Penyalkit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah jenis
penyakit yang terjadi karena faktor keturunan, atau juga karena faktor gaya
hidup yang tidak sehat.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PD
dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan Germas untuk
mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan
preventil hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan
menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan
pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan mas}rg_r:a.lmt untuk
berperilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

(2) Tujuan khusus ditetapkannya Peraturan Bupati imi adalah:
‘ a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
c. mengurangi beban biaya kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

8. perencanaan;
| b. pelaksanaan; dan
¢, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV
L ] PERENCANAAN

Pasal 5

(1) PD melakukan pemyusunan perencanaan OGermas yang selanjuinya
dikoordinasikan kepada PD vang membidangi urusan perencanaan
pembangunan Daerah setiap Tahun Anggaran.

(2) Penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas yaitu :

a. peningkatan perilaku hidup sehat

b. peningkatan aktivitas fisik;

c. peningkatan edukasi hidup schat

d. peningkatan kualitas lingkungan;

e. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi; dan
{. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit.



{3) Penyusunan perencanaan Germas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada kegiatan utama dan indikator.
(%) Penyusunan perencanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB YV
FELAKSANAAN

Pasal 6

(1) PD melakukan sosialisasi atau publikasi untuk meningkatkan peran serta
dan kesadaran masyarakat terhadap Germas,

(2) Sosialisasi atau publikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui tatap muka, media cetak dan/atau media elektronik

| Pasal ¥

. (1) Pelaksanaan Germas dilakukan dalam kegiatan berkesinambungan dan
disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Bupati ini.

(2] Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis
dilakukan oleh:

PD;
Polres;
Kodim;
Tim P4GN;
BPJS; dan
Ormas.

meon o

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 8

(1} Dalam pelaksanaan Germas dibentuk Kelompok Kerja Germas sebagai
wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.

(2] Unsur Kelompok Kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
gabungan dan pelaksana Germas secara teknis schbagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat [2).

{3) Kelompok Kerja Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:
a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas;
b, melaksanakan kegiatan yang mendukung Germas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing;
¢, melakukan koordinasi, monitoring dan ecvaluasi pelaksanaan kegiatan
Germas; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



(4) Kelompok Kerja Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9
(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas paling sedikit
1 (satu) tahun sekali,

(2) Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Timur melalui
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan Daerah.

Pasal 10
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas mencakup informasi
mengenaj :
a. rincian keglatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
b. hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
c. inovasi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
d. upaya tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan Germas bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengkat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Kegiatan Germas yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini

ditetapkan dapat tetap dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini,



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di
pada tanggal 12 peAofr Aofl

BUP ATI NGAWI,

. ttd.

ONY ANWAR HARSONG

Diundangkan di
pada tanggal 12 o0k daa

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. S0ODIQ TRIWIDIYANTO

® BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 134



LAMPIRAN I FERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR (34 TAHUN 2021
TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DAFTAR KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

No Tujuan Germas Kegiatan Utama Indikator :_;'mw E"“'“Ej:;,“i'b
1 2 3 4 5
1 |Peningkatan Altivitas Fiaik a Sosialisasi gemar Jumlah kegiatan sosialisasi PD yang membidangi
| beraktivitas fisik |gemar beraktivitas fisik urusan kesehatan
b Hampanye Gemar Olah Jumlah peserta olah raga
riga masgal, petualang, tantangan

dan wisata

¢ Fasilitasi penyelenggaraan
olahrags masyarakat
d Fasilitasi penyediaan
sarana olahraga
masyarakat

"¢ Peningkatan fasilitasi
kegiatan aktivitas fisik di
seholah

Jumlah fasilitasi =
penyvelenggaraan kejuaraan

__ |olahraga reloreasi

Jumlah fasilitasi sarana
olahraga pendidikan olahrags
rekreasi dan olahraga prestasi

Jumlah fasilitasi kejuaraan
olahrags tradisional dan
layanan khusus

Jumlah satuan pendidikan

yvang memilild sarana olahraga
sekolah

Jumlah satuan pendidikan
yang meningkatkan kegiatan
aktivitas fisik folahrags 44

PD yang membidang
urusan clahraga

PD yang mermbidang
urusan Pendidikan




°

g Fasilitas: penyediaan
sarand alktivitas fisik di
kawasan pemuldman dan
sarana fasilitas uwmum

h Fasilitasi dalam
penyediaan ruang terbuka
hijau di perkotaan

a 4 5
f Pembudayaan dan Jumlah madrasah yang
fasilitasi kegiatan aktivitas imemilild sarana olahraga
fisik di madrasah m = — i b
meningkatkan keglatan
aktivitas fisik /olahraga di
sekolah

Jumlah unit satuan rumah
susun {saresun) yang
dilengkapi dengan PSU
pendukungnya yang siap
untulk dimanfaatian

perkotaan

i Penatasn sarans dan
fagilitas perhubungan
yang aman dan nyaman
bagl pejalan kaki dan
pescpeda

i HKoneltivitas antar
transportas massal,
termasuk “park and rde”
untik meningkatlkan
aktivitas fisik masyarakat

Mendorong kegiatan
olahraga di tempat kerja

|

fasilitas pejalan kaki termasuk
jalur peesepeda

Luas ruang terbuka I'.;-i,jil.u di

Jumlah fasilitas antarmoda
angkutan transportasi massal
yang terkoneksi dengan jahar
scpeda dan jalur pejalan kaki

Jumlah perusahaan yang =
melaksanakan kegatan olah
raga

PD yang membidang
urusan Permukiman

PD yang membidang
urusan lingkungan hidup

FD yvang membidangi
urusan Perhubungan

PO yang membidang
uraean Perindustrian




o

L3

3

@ 4

‘m ﬁﬂl‘.l.jl‘ﬂl:[lﬂ.ﬂ.n sarana dan
prasarana aktivitas fsik di

Penyelenggaraan event
olahrags wisata

Jumlah event olahraga sebagai
bagian darl fujuan wisata yang
diselenggarakan

lingkungan perguraan
tngg (misalnya ruang
terbuka hijau, rte
sepeda, pejalan kaki dan
jogging track

PD yang membidangi
urusan Pariwisata

Jumlah perguruan tinggi yang
menyediakan sarana dan

Jumlah kejuaraan dan
event /lomba olahraga di atau
antar perguruan tingg yang

disclenegarakan 000

n Advokasi untuk

mendorong aktivitas fisik
dan ruang terbuka hijau
di perkantoran BUMN

n_M:ﬂd.u-r_nng pen].rcdmﬂ:n I
sarana prasarana akbivitas

olahraga di perkantoran

Badan Ussaha Milik Negara

Jumlah regulasi untuk
mendorong altivitas fisik dan
ruang terbulea hijau di
perkantoran BUMN

Jumlah fasilitas penyediaan
sarana prasarana aktivitas

olahraga di perkantoran Badan
Usaha Milik Megara

Peningkatan Perilaloa hidup
sehat

pemerintah daerah dalam
pelaksanaan Gerakan
Masyvarakat Hidup Sehat

Surat Edaran Bupati untuk
mendorong pelakeanaan
Instruksi Presiden tentang
Gerakan Masyarakat Hidup
sehat di Daesrah I
Jumlsh Kecamatan yang
menyusum kebijakan
pelaksanaan Gerakan

Masvarakat Hiduo Sehat

Lembaga Pendidikan

Badan Usaha Milik

Megara

FD yang membidangi

unisan PercncENasn




3

®

Advokasl Pencrapan
Kawasan Tanpa Eokok

Penguatan partisipasi
masyarakat dalam upaya
promotif dan preventif
melalui Upaya Kesehatan
Herbasis Masyarakat

P'Tnerapan Kawasan
Tanpa Rokok di sekolah

Presentase kecamatan Vang
melaksanakan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok di
minimal 50% sckolah
Presentasi Posyandu Altil

Presentase desa yang
mengalokasikan dana Desa
untuk Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat sesuai
MNorma, Standar, Prosedur dan
ritaria Kanabodosn

PD yang membidangi
urusan Kesehatan

Jumlah sekolah menerpakan
Kebijakan Kawasan Tanpa
Jumlah sekolah ramah anak
[sekolah yang bebas intmidas
dan kekerasan)

Tanpa Rokok di Madrasah

Jumlah Madrasah
menerapakan Kebijakan
Kawasan Tanpa Holook

PO yang membidangi
urusan Pendidikan

Penguatan Pos Kesehatan
Pesantren

Jumlah Pesantren
menyelenggarakan kegiatan
Fos Kesehatan Pesantren

Lembaga Pendidikan

Pengawasan terhadap
peredaran dan penjualan
produk tembakau dan
alkohol

Jumlah kegiatan pengawasan
terhadap peredaran dan
penjualan produk tembakau,
minuman beralkohol, dan

bahan berbahaya yang sering
disalahgunakan dalam pangan

Fasilitasi penera.pnn
Kawasan Tanpa Rokok di
tempat Kerja

 |kena

Jumlah perusahasn yang
menerapkan kebijakan
kawasan tanpa rokok di area

PD vang membidangi
urusan Perdagangan dan
Perindustrian




.

3

®—

i

Penerapan regulasi
Kawasan Tanpa Rokolk

P'Eﬂ?-l‘-“ﬂ-iﬂﬂ-ﬂ pangan sehat dan
percepatan perbaikan eizi

|

Jumlah Perguruan hn.g_gl
menerapkan regulasi Kawasan

dan bebas Narkoba di Tanpa Rokok dan bebas Lembaga Pendidikan
Perguruan Tinggi beserta |Narkoba beserta sanksinya

sanksinva i —
Fendidikan gis seimbang |Jumlah petugas keschatan m

dan pemberian Air Susu  |vane meniadi konselor __|PD yang membidangi
Ibu eksklusif Jumlah kegiatan kampanye Air jurusan Kesehatan

Susu Ibu ekskhusif

dan mutu pangan segar

Jumlah kegiatan pengawasan
keamanan dan mutl pangan
gegar yang efektil

Fasilitasi pemanfaatan
pekarangan untuk
menanam sayur dan buah

Pelaksanaan Gerakan
Memasyarakatkan Makan
Tkan

mengembanghkan pemanfaatan
pekarangan untuk menanam
sayur dan buah

(Meningkatnya konsumasi ikan
Jumiah lokasi p-?akaanakan a

Gerakan Memasyarakatlan
Makan [kan

Pengawasan mutu dan
keamanan hasil perikanan

....Tumlah-m lnk&m !.;ang dizwasi
mutu dan keamanan hasil
perikanannya dan residu dan
bahan berbahava

FD yang membidang
urusan Pangan dan
Perikanan




%

3

* 4

f Promosi malkanan dan
minuman sechat termasul
sayur dan buah produk

| lokal s

g Fasilitasi penyediaan
SArANA ruang menyusui di
tempatkera =000

h Pengawasan pelaksanaan
Stadar Nasional Indonesia
fortifikasi produk pangan

Jumilah kegiatan promaosi
makanan dan minuman schat
termasuk sayur dan buah
produk lokal

Jumlah perusahaan yang
menyediakan sarana ruang

dan pengawasan produlosi
param beryodium

Peningkatan Pencegahan dan |
Deteksi Dini Penyalkit

(pewarna makanan,
__ pengawet] alami
i Penerapan dan
pembinann keamanan
pangan pada industr

_omakanan
a Deteksi dind Penyaldt

Jumlah sosialisasi
peningkatan usia produlksi
makanan dan Mindiman secara
alami

Jumlah hqmtm pembinaan

cara produksi pangan yvang
bailk

PD vang membidangi
urusan Perdagangan dan

_|Perindustrian

Jumlah puskesmas yang
melaksanakean kegiatan
detekesi dini kanker payudara
dan leher rahim pada
perempuan usia 30 - 50 tahun

b Promosi p:nggeruknn
partisipasi perempuan
untuk deteksi dini
penyakit tidak menular

Jumlah kegintan promosi

untuk menggerakan partisipasi

kaum perempuan dalam upaya

deteksi dind faktor resiko
kit tidal }

PD yvang membidang
urusan Kesehatan

PD vang membidang
urusan Pemberdavaan
Perempuan
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¢ Pelayanan promotif dan  [Jumlah pencegahan selkunder
preventil untuk peserta  |dan pelayanan promotif dan
program Jaminan preventif dalam paket Jaminan (g o Penyelenggara
Kesehatan Nasional Hesehatan Nasonal termasuk | o000 a0pia]
termasuk upaya upaya pencegahan sehunder | copaia0
pencegahan selkunder dan |dan deteksi dind penyakat
deteksi dini penyakit
d Pelaksanaan pemeriksaan |Jumlah personel Tentara
kesehatan berkala bag Nasional Indonesia yang
personil Tentara Nasional |[mengikuti pemeriksaan secara
Indonesia secara berkala  |berkala
e Penyuluhan kesehatan Jumlah personel Tentara
mengenal penyakit Nasional Indonesia vang KODIM
menular mengikuti penyaluhan
~_ |kcschatan I
{ Pelaksanaan pemeriksaan [Jumlah personel Tentara
deteksi dini kanker Naszional Indonesia vang
serviks dan payudara mengilout] pemeriksaan deteks
dini kanker serviks dan
pavudara
g Pelaksanaan pemeriksaan |Jumlah personel Kepolisian
kesehatan bagi personel |Negara Republik Indonesia
Kepolisian Negara yang mengiluti pemeriksaan
Republik Indonesia secara {secara berkala
berkala
h Penyuluhan keschatan Jumilah personel Kepolisian POLRES
mengenai penyakit Negara Republik Indonesia
menular vang mengikut penyvuluhan
| Sosialisasi kesehatan Jumlah personel Kepalisian
kerja MNegara REepublik Indonesia
yang mengikuti sosialisasi
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Peningkatan Kualitas a Sanitasi Total Berbasis Jumlah desa/ kelurahan yang |PD yang membidangi
Linglungan Masyarakat melaksanakan urusan Kesehatan

b Penyediaan sarana
sanitas: sekolah

o Fasilitasi pl:u};ajaﬂn arr
bersih dan sanitazi dasar
pada fasilitas umum

Jumlah satuan pendidilan
yang memiliki sarana sanitasi
sckolah

Jumlah fasilitasi penyediaan
air bersih dan sanitasi dasar
pada fasilitas umum

PD yang membidangi
urusan Pendidikan

PL vang membidangi
urusan Permukiman

d Pembangunan instalasi
pengolahan air imbah
domestik dan instalasi
peEngulahan air limbah
usaha kecil di daerah

i P

Terbangunnya instalasi
pengolahan air limbah
domestik dan instalasi
pengolahan air imbah usaha
kecil di daerah aliran sungad

| ¢ Pemanfaatan bank
sampakh

Jumlah timbunan sampakh
vang terkurang melalui
pembangunan bank sampah

hidup

f Peningkatan kemitrasn
lingkungan dan peran
serta masyarakat

sumberdaya alam dan
lingkungan pada kawasan
Daerah Aliran Sungai

Jumlah komumitas penyelamat

PD vang membidangi
urusan Permukiman

P} yvang membidang
urusan Lingkungan

___ sehat et

h Penvediaan saran sanitasi
di madrasah

g Fasilitasi rumah ibadah

Jumlah rumah ibadah yang
bersih dan sehat =~
Jumlah macdrasah yang
memiliki sarana sanitasi

i Penyediaan sarana
sanitasi bersih dan layak
di { t wisal

Jumlah fasilitasi pengadaan
toilet bersih di tempat wisata

Hementrian Agama

FD yang membidang
urusan Pariwisata




Peningkatan Edukasi hidup
sehat

miskin pedesaan

-8
2 b 3 * 4
j Pelaksanaan rehabilitasi | Jumlah keluarga miskin yang
sosial rumah tidak layak |memperoleh bantuan
huni bagi keluarga fakir |rehabilitasi rumah tidak layak

huni

Pembangunan dan
perbaikan sarana
prasarana ingkungan
bagi kesejahteraan
| keluarea fakir miskin
a HKampanye Gerakan

Masyarakat Hidup Sehat

Jumlah kelompok penduduk
miskin yang memperoleh
perbaikan sarana lingkungan

Jumlah kegiatan kampaye
minimal 5 tema kampaye
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat

b F‘El.'lguitan Upaya
Kesehatan Sckolah

¢ Pendidikan keluarga

| hidup schat

Jumlah sekolah memiliki
Upaya Kesehatan Sekolah

[ Jumlah kegiatan pelayanan
pendidikan keluarea hiduo

d Edukasi dan kampaye

pengelolaan sampah dan
sanitasi

PD yvang membidangi
urusan Permuldman

PD yang membidangi
urusan kesehatan

FD yang membidangi
urusan Pendidikan

kampaye pengelolaan sampah
dan sanitasi

e Em:.T:rmga:n kesehatan pra
nikah

Jumilah calon pengnﬁi:h'i-
memperoleh bimbingan
keschatan pranikah

' Diseminasi informasi pola
hidup bersih dan sehat

Jumlah pesan perilaku hidup
bersih dan schat yang mudah

dipahami oleh masyvarakat
"g .F':mgawam Jumlah kegiatan kerjasama
iklan / tayangan yang tidak |pengawasan iklan / tayangan
mendukung Germas yang tidak mendukung
: Crermas
h  Komunikasi, informasi dan  |[Jumiah kegintan Komunikasi
edukasi Germas bagi Jdnformasi dan edukasiGerakan

keluarga, perempuan dan
arvak

Masyarnkat sehat

PD yang membidangi
urusan ingkungan hidup

Eementenan Agama

PD vang membidang
wrusan Informasi

PO yang membidang
urusan Pemberdayaan
Peremplian
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i Promosi dan konseling
kesehatan reproduksl pada
kelompak kegiatan bina
keluarga, Fasilitas
kesehatan, dan kelompok
pusat Informasi dan
konseling Remaja

Presentase kelompok Kegiatan
yang mendapatkan informasi
kesehatan reprodulsi

Presentase Fasilitas keschatan
yang melakukan promosi dan
konseling kesehatan dan hak-hak
reprodu ksl

dan konseling remaja yvang aktif
mendapatian binaan

Sosialisasi Germas oleh
pendamping Program

]

Jumlah kegiatan soskalisasi
Crermas oleh Pendamping Program
Keluarga Harapan

k Sosialisasi pelaksanaan
Gerakan Masvarakat Hidup
sehat di tingkat desa

1 Desiminasi informasi PAGN |
unfuk pelajar mahasiswa,

keluarga, peketja,
masyarakat

FD yang membidang
urusan Pemberdayaan
Peremplian

PDr yang membidang
uruzan Soaial

Jumlah Kegiatan Sosialisasi
Germas di tinghat desa

Presentase desa/kelurahan yang
menyelenggarakan program
pemberdayaan anti narkoba
[Presentase kawasan atau wilayah |
rawan narkobea di perleotaan dan
pedesann yvang dilntervensi
program pemberdayaan ant
narkoba

i

PD yang membidang

LY

BUP ATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR
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I..e’l..MFIE\N 1 PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR 1TA TAHUN 2021
TENTANG

OERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT DI KABUPATEN NGAWI

Contoh Format Matriks Identifikasi Kegiatan Germas

Penanggung Target
Mo Juwak Kegistan Utama Indileator 1022
Kegiatan
| | Dinas Pemanfastan pekarangan | Jumlah kelompok sasaran Program Pangan 30 kelompok
Pertanian rumah unfuk menanam Listari (PPL) vang melaksanakan pemanfastan
sayur dan buah pekarangan rumah untuk menanam sayur dan
buah
2 | Dinas Penyediann jalur sepedn, | Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki 1 paket kegiatan
Perhubungan dan jalur pejalan kaki yvang | termasuk jalur pesepada
representatif
dan aman
3| dst
BUP ATI NGAWI,
ttd.

ONY ANWAR HARSONO




LAMP!AH [l PERATURAN BUPATI NGAW]
NOMOR 174 TAHUN 2021

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
SEHAT DI KABUPATEN NGAWI

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TAHUN .ccvvrvees SEMESTER ...oovmininnne -

FORM A
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN {ﬂl’l]n"]’tmlng]cu Kepentingan Lain) :
Anggaran
Targed
Diedinis| {dalam juts rupiah)
Mo | Kegintan Germas Indikator Diperasional (DO a Coprian yrr | Realisasi Keuangan
Indikator Target | Semesier Semester e Semester Semesier
I 1l SNIEERTEN i In
m @) ) () (%) 8 &) (] (%) {10
I | Nowa kegiotan) {Tadikator begisfan)
3 )
T L
dst
, Jamisk

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor

2. Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemangku kepentingan Inin dalam mendukung Germas




N z L4

3. Kobom (1) diisi dengan indikator kelusran (output) dari kegiatan padn kolom (2)

-

Kolom (4) diisi dengan definisi operasional indiketor keluaran {output), menjelnskan apa yang diukur, bagaimana cars perhitungannya dan sumber data yang digunalan
Kaolom (5) diisi dengan target dan indikator keluaran yang direncanakan dan safuannys

Kaobom (6) diisi dengan capaian target sampni dengan semester |

K.olom {7} diisi dengan copaian larget sampal dengan semester [1

Kolom (8) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolem (2)

K.obom (9) diisi dengan realisasi kevangan sampai dengan semesier [

© ® N oo ¢

10, Kolom {10) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester 11

EUPATI NGAWI,
ttd.

ONY ANWAR HARSONO




v mmp}gm IV PERATURAN BUPATI NGAW!I
NOMOR 174 TAHUN 2021

TENTANG :
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP |
SEHAT DI KABUPATEN NGAWI

FORMULIR IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN PEMBELAJARAN PELAKSANAAN KEGIATAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUF SEHAT

TAHUN .o SEMESTER ..cccmarminnn
FORM B
PENANGGUNG JAWARB KEGIATAN (OPDY Pemanghku Kepentingan Lain) :
No Koglainn Gorinas Deskripai b Rekomendasi dun Hencana Tindak Fakior Keberbasilan'
Lanjut (RTL) Pembelajaran

1) 2) [E)] () (5)

1 | {Mama Kegiatan)

2

3

dst

Rincian pengisian setiap kolom sdalah schagai berikot:
1. Kolom {17 diisi dengan momor
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan vang dilaksanakan OPD atan pemangku kepentingan lain dalam mendukung Germas



3 2 »
3. Kolom (1) diisi dengan penjelasan rinci masalah/kendaln yang dihndopi dalam pelaksanaan kegintan Germas
4. Kolom (4) diisi dengan rekomendasi dan rencana tindak lanjul yang perlu dilakukan antuk memecahkan masalah
5. Kolom (%) diisi dengan fakior pendorong keberhasilan pelaksanaan kegintan sebagai pembelajaran bagi pemangku kepentingan fain
BUPATI NGAWT,

ttd.
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